
 

88 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Transformasi dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia meliputi 

bidang budaya, perundang-undangan dan ibadah tampak jelas 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Namun demikian 

berdasarkan teori transformasi politik hukum Islam dimana salahsatu 

diantaranya bahwa hukum Islam ada sebagai penyaring, dan 

berkembang seiring bergantinya jaman mengingat bahwa Islam 

sebagai mayoritas di Indonesia yang berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat sejak dahulu, sedangkan dari segi perundang-undangan perlu 

adanya  penyamaan bahasa hukum Islam, agar dapat dengan mudah diserap 

dalam hukum nasional Indonesia. 

2. perbandingan antara hukum sekuler dan hukum Islam kemudian upaya 

membumikannya didalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku 

di Indonesia.  Adanya perpaduan antara hukum barat, hukum adat, dan 

hukum Islam akan lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum, dalam 

rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di 
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3. Indonesia. Kebijakan pembuatan hukum merupakan pekerjaan lembaga 

legeslatif yang didalam proses tersebut melekat kekuasaan, tujuan, dan 

kepentingan. Sehingga produk-produk kebijakan hukum merupakan 

kristalisasi . 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Dalam rangka untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum positif 

di Indonesia haruslah sesuai dengan pancasila dan tidak bertentangan dengan 

UUD 1945, yang merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi.  

2. Transformasi politik hukum Islam, merupakan cermin dari keyakinan prinsip-

prinsip syari’at Islam. Hal ini tentu saja harus didukung dan dijadikan sebagai 

panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 


